BADAN STANDARDISASI NASIONAL

PERATURAN KEPALA BADAN STANDARDISAS] NASIONAL

NOMOR 11 TAHUN 2011
TENTANG

PEDOMAN LAYANAN INFORMASI PUBLIK
BADAN STANDARDISAS] NASIONAL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA BADAN STANDARDISAS] NASIONAL,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 38
Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010
tentang Standar Layanan Informasi Publik, periu
menectapkan Peraturan Kepala Badan Standardisasi
Nasional tentang Pedoman Layanan Informasi Publik
Badan Standardisasi Nasional;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang
Keterbukaan Informasi Publik [Lembaran Negara
Republik Indonegia Tahun 2008 Nomor 61,
Tambahan Lembaran Negara Nomor 4846);

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang
Layanan Publik (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan
Lembaran Negara Nomor 5038),

3. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang
Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia
tahun 2009 Nomor 152, Tambahan Lembaran
Negara Nomor 5071);

4. Peraturan. ...
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4. Peraturan Pemerintah Nomor 102 Tahun 2000
tentang Standardisasi Nasional (Lembaran Negara
Republik Indenesia Tahun 2000 Nomor 199,
Tambahan Lembaran Negara Nomor 4020);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010
tentang (Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14
Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010
Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Nomor
5149);

6. Keputusan Presiden Nomor 103 Tahun 2001
tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan,
Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Lembaga
Pemerintah Non Departemen sebagaimana telah
beberapa kali diubah, terakhir dengan Keputusan
Presiden Nomor 11 Tahun 2005;

7. Keputusan Presiden Nomor 13/M Tahun 2008
tentang Pengangkatan Kepala Badan Standardisasi

Nasional;

8. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010
tentang Standar Layanan Informasi Publik;

9. Keputusan Kepala Badan Standardisasi Nasional
Nomor  965/BSN-1/HK.35/05/2001  tentang
Organisasi dan Tata Kerja Badan Standardisasi
Nasional sebagaimana telah beberapa kali diubah
dengan Peraturan Kepala Badan Standardisasi
Nasional Nomor 4 Tahun 2011 tentang Organisasi
darn Tata Kerja Badan Standardisasi Nasional,

MEMUTUSKAN: ..,
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=
MEMUTUSKAN:
Menetapkan : PERATURAN KEPFALA BADAN STANDARDISASI

NASIONAL TENTANG PEDOMAN LAYANAN
INFORMAS]I PUBLIK BADAN  STANDARDISASI

NASIONAL.
BAB |
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan;

1. Badan Standardisasi Nasional yang selanjutnya disingkat BSN adalah
Lemhaga Pemerintali Non HKementerian vang berada dibawah dan
bertanggung jawab kepada Presiden;

2. Informasi adalah keterangan, permyataan, gagasan, dan tanda-tanda
vang mengandung nilai, makna, dan pesan, baik data, fakta maupun
penjelasannya yang dapat dilihat, didengar, dan dibaca yvang disajikan
dalam berbagai kemasan dan format sesuai dengan perkembangan
teknologi informasi dan komunikasi secara elektronik ataupun
nonelektronik.

3. Informasi Publik adalah informasi yang dihasilkan, disimpan, dikelola,
dikirim, dan/atau diterima oleh BSN yang berkaitan dengan
penvelenggara dan penyelenggaraan negara serta informasi lain yang
berkaitan dengan kepentingan publik.

4. Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentas: yang selanjutnya disebut
PPID adalah pejabat yang bertanggung jawab dibidang penyimpanan,
pendokumentasian, penyediaan,dan/atau Layanan informasi di BEN,

5. Atasan PPID adalah pejabat yang merupakan atasan langsung pejabat
yang bersangkutan dan/atau atasan darn atasan langsung pejabat yang
bersangkutan,

6.Daftar, ...
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6. Daftar Informasi Publik adalah catatan yang berisi keterangan secara
sistematis tentang seluruh Informasi Publik yang berada di bawah
penguasaan BSN tidak termasuk informasi vang dikecualikan,

7. Pemohon Informiasi Publik adalah warga negara dan/atau badan
hukum Indonesia yang mengajukan permohonan Informasi Publik
scbagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008
tentang Keterbukaan Informasi Publik.

B.Orang adalah orang perscorangan, kelompok orang, badan hukum,
atau badan publik sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang
Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.

Pasal 2
Peraturan ini bertujuan untuk:

a. memberikan pedoman dalam melaksanakan Layanan Informasi
Publik di lingkungan BSN;

b. meningkatkan Layvanan Informasi Publik di lingkangan BSN untuk
menghasilkan layanan Informasi Publik yang berkualitas;

¢, menjamin pemenuhan hak warga negara untuk memperoleh akses
Informasi Publik; dan

d. menjamin terwujudnya tujuan penyelenggaraan keterbukaan
informasi sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Keterbukaan
Informasi Publik.

BAB I
PENGELOLAAN LAYANAN INFORMASI PUBLIK

Pasal 3
(1) Untuk mengelola Layanan Informasi Publik di lIngkungan BSN
dibentuk Unit Layanan Informasi Publik vang selanjutnya disebut
ULIF sebagaimana terdapat pada Lampiran I sebagai bagian yang tidak
terpisahkan dari Peraturan ini,
(2JULIP, ...
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(2} ULIP terdiri dari PPID, Pejabat Informasi, dan Sekretariat.
(3] ULIP dipimpin oleh FPID.
{4) ULIF ditetapkan oleh Kepala BSN.

Pasal 4

(1) PPID sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3] melekat pada
pejabat struktural Eselon [ yang membidangi hubungan masyarakat
dan hubungan antar lembaga.

{2) PPID ditetapkan oleh Kepala BSN.

(3) PPID dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada
Kepala BSN melalui atasan langsung PPID.

Pasal 5

FPID bertugas dan bertanggung jawab dalam:
a. mengkoordinasikan dan mengkonsolidasikan pengumpulan bahan

informasi dan dokumentasi dari Unit Kerja di lingkungan BSN;

.mengumumkan informasi yang wajib disediakan dan diumumkan

seccara berkala;

. menyediakan, menyimpan, mendokumentasikan, dan

mengamankan informasi;

. Layanan Informasi Publik sesuai dengan aturan yang berlaku;

e. Layanan Informasi Publik yang cepat, tepat, dan sederhana;

mengusulkan penetapan prosedur operasional penyebarluasan
Informasi Publik kepada Kepala BSN;

g. melakukan pengujian Konsekuensi;

h.

4

mengklasifikasikan Informasi dan/atau pengubahannya;
menetapkan Informasi yang dikecualikan yang telah habis jangka
wakiu pengecualiannya sebagai Informasi Publik yang dapat
diakses; dan

j-menetapkan. ...
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menetapkan pertimbangan tertulis atas setiap kebijakan yang
diambil untuk memenuhi hak setiap orang atas Informasi Publik;

Pasal &

Dalam rangka melaksanakan tugas dan tanggung jawab sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 5, PPID berwenang:

H,

=11

mengkoordinasikan pemberian Layanan Informasi Publik di
lingkungan BSN;

menentukan atau menetapkan suatu informasi dapat/tidaknya
diakses oleh publik;

meminta dan memperoleh informasi dari Unit Kerja di BSN;

menolak permohonan Informasi Publik secara tertulis apabila
Informasi Publik yang dimohon termasuk informasi yang
dikecualikan/rahasia dengan disertai alasan serta pemberitahuan
tentang hak dan tata cara bapi pemohon untuk mengajukan
keberatan atas penolakan tersebut;

menghitamkan atau mengaburkan Informasi Publik vang
dikecualikan beserta alasannya; dan

. menugaskan sekretarial untuk membuat, mengumpulkan, serta

memelihara informasi dan dokumentasi untuk kebutuhan
organisasi.

Pasal 7

Pejabat Informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) terdiri
dlari wakil kesestamaan dan kedeputian.

Pasal 8

(1) Pejabat Informasi bertugas dan bertanggung jawab dalam

mengkoordinasikan pengumpulan seluruh Informasi Publik secara
fisik di Unit Kerjanya antara lain:
a. informasi yang wajib disediakan dan diumumkan secara berkala;

b.informasi. ...
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b. informasi yang wajib tersedia setiap saat;

c. informasi terbuka lainnya yang diminta Pemohon Informasi Publik.
(2} Pejabat Informasi melaksanakan tugas dan tanggung jawab

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di bawah koordinasi PPLD.

Pasal 9
{1} Sekretariat ULIP mempunyai tugas dan fungsi membantu PPID.
(2) Sekretariat ULIP secara ex-officio dilakukan oleh Bagian Hubungan
Masvarakat.

BAB 111
INFORMASI YANG DISEDIAKAN DAN DIUMUMEAN

Bagian Kesatu
Informasi yang Wajib Disediakan dan Diumumbkan Secara Berkala

Pasal 10
(1) Informasi Publik yang diumumkan secara berkala terdiri atas:
a. Informasi tentang profil BEN yvang meliputi:

l. informasi tentang keduduken atau domisili beserta alamat
lengkap, ruang lingkup kegiatan, maksud dan tujuan, tugas dan
fungsi BSN;

2. struktur organisasi, gambaran umum setiap satuan kerja, profil
singkat pejabat struktural;

b. Ringkasan informasi tentang program dan/atau kegiatan yang
sedang dijalankan meliputi:

l. nama program dan kegiatan;

2, penanggungjawab, pelaksana program dan kegiatan,;

3. target dan/atau capaian program;

4 jadwal. ...
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4. jadwal pelaksanaan program dan kegiatan;

2. Aanggaran program;

6. agenda kegiatan BSN;

7. informasi tentang penerimaan calon pegawai BSN;
ringkasan laporan akses Informasi Publik;

. informasi tentang peraturan dan keputusan;

informasi tentang tata cara memperoleh Informasi Publik,
informasi tentang pengumuman pengadaan barang dan jasa sesuai
dengan peraturan perundang-undangan terkait;

{2) Pengumuman seccara berkala sebapaimana dimaksud pada ayat (1)

dilakukan sekurang-kurangnya 1 (satu) kali dalam setahun,

a.

Bagian Kedua
Informasi vang Wajib Tersedia Setiap Saat

Pasal 11

(1) Informasi publik yang tersedia setiap saat sekurang-kurangnya terdiri
alas:

Daftar Informasi Publik vang sekurang-kurangnya memuat:

1. nomor;

ringkasan isi informasi;

pejabat atau unit/satuan kerja yang menguasal informasi;
penanggungjawab pembuatan dan/atau penerbitan informasi;
waktu dan tempat pembuatan informasi;

6. bentuk informasi yang tersedia;

Lol o

7. jangka waktu penyimpanan atau retensi arsip;

Informasi tentang peraturan dan keputusan BSN;

seluruh informasi lengkap vang wajib disediakan dan diumumkan
secara berkala sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10;

d.informasi. ...
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d. informasi tentang organisasi, administrasi, kepegawaian, dan

keuangan, antara lain pedoman pengelolaan organisasi,

administrasi, personil dan keuangan;

dokumen kerja sama dengan pihak lain;

data perbendaharaan atau inventaris;

rencana strategis dan rencana kerja BSN,

daftar serta hasil-hasil penelitian yang dilakukan;

Informasi Publik lain yang telah dinyatakan terbuka bag

masyarakat berdasarkan mekanisme |keberatan dan/atau

penyelesaian sengketa sebagaimans dimaksud dalam Pasal 11

Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik;

(2) Daftar Informasi Publik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdapat
pada Lampiran Il sebagal bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan

ini.

Fom ™o

-

BAB IV
PENGECUALIAN INFORMASI PUBLIK

Pasal 12
Pengecualian Informasi Publik didasarkan pada pengujian yang dilakukan
oleh PPID tentang konsekuensi yang timbul apabila suatu informasi
diberikan setelah dipertimbangkan dengan seksama bahwa menutup
Informasi Publik dapat melindungi kepentingan vang lebih besar daripada
membukanya atau sebaliknya.

Pasal 13
(1) PPID wajib melakukan pengujian konsekuensi berdasarkan alasan
pada Pasal 17 Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik sebelum
menyatakan suatu Informasi Publik sebagai Informasi Publik yang
dikecualikan.
(2) PPID. ...
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{2} PPID yang melakukan pengujian konsekuensi berdasarkan alasan pada
Pasal 17 huruf j Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik wajib
menyebutkan ketentuan yang secara jelas dan tegas pada undang-
undang wyang diacu yang menyatakan suatu informasi wajib
dirahasiakan.

(3) Alasan sebagaimana dimaksud pada ayvat (1) dan ayat (2] harus
dinyatakan secara tertulis dan disertakan dalam surat pemberitahuan
tertulis atas permohonan Informasi Publik.

i4) Dalarmn melaksanakan pengujian  konsekuensi, PPID dilarang
mempertimbangkan alasan pengecualian selain hal-hal yang diatur
dalam Pasal 17 Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik.

Pasal 14

(1) PPID wajib menghitamkan atau mengaburkan materi informasi yang
dikecualikan dalam suaitu salinan dokumen Informasi Publik yang
akan diberikan kepada publik.

{2) PPID tidak dapat menjadikan pengecualian sebagian informasi dalam
suatu salinan Informasi Publik sebagal alasan untuk mengecualikan
akses publik terhadap keseluruhan salinan Informasi Publik.

{3) Dalam hal dilakukan penghitaman atau pengaburan informasi, PPID
wajib memberikan alasan dan materinya pada masing-masing hal yang
dihitamkan atau dikaburkan.

BAB V
MEKANISME MEMPEROLEH INFORMASI

Pasal 15
Mekanisme untuk memperoleh Informasi Publik didasarkan pada prinsip
cepat, mudah, tepat waktu, dan biaya ringan.

Pasal 16. ...
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Pasal 16
Setiap orang berhak mempercleh Informasi Publik dengan cara melihat
dan mengetahui informasi serta mendapatkan salinan Informasi Publik
melalui:
a, pengumuman Informasi Publik; dan
b. penyediaan Informasi Publik berdasarkan permohonan.

Pasal 17

(1) Informasi vyang disediakan dan diumumkan secara berkala
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 sekurang-kurangnya melalui
situs resmi dan papan pengumumam dengan cara yang mudah
diakses oleh masyarakat.

(2) Pengumuman informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
disampaikan dalam bentuk yang memudahkan bagi masyarakat
dengan kemampuan berbeda untuk memperoleh informasi.

Pasal 18

(1) Permohonan Informasi Publik dilakukan secara tertulis atau tidak
tertulis.

{2) Dalam hal permohonan diajukan secara tertulis, pemohon:

a. mengisi formulir permohonan; dan
b. membayar biaya salinan dan/atau pengiriman informasi apabila
dibutuhkan.

(3] Dalam hal permohonan diajukan secara tidak tertulis, PPID
memastikan permohonan Informasi Publik tercatat dalam formulir
permohonan.

(4] Formulir permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat
{3] sekurang-kurangnya memuat:

a, nomor pendaftaran vang diisi berdasarkan nomor setelah
permohonan Informasi Publik di registrasi;

b.nama. ...
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(3)

(1)

(2]

()

(4

(5)

(&)
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b. nama;

c. alamat;

d. pekerjaan;

e. nomor telepon/e-mail;

[. rincian informasi yang dibutuhkan;

g tujuan penggunaan informasi;

h. cara memperoleh informasi; dan

i. cara mendapatkan salinan informasi.

Format formulir permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
dan ayat (3) terdapat pada Lampiran [II sebagai bagian yang tidak
terpisahkan darl Peraturan ini.

Pasal 19
PPID wajib melakukan pengkoordinasian pencatatan permohonan
Informasi Publik dalam register permohonan,
PPID wajib memastikan formulir permohonan yang telah diberikan
nomor pendaftaran sebagai tanda bukti permohonan Informasi Publik
diserahkan kepada Pemohon [nformasi Publik.
Dalam hal permohonan Informasi Publik dilakukan melalui surat
clektronik atau pemohon datang langsung, PPID wajib memastikan
diberikannya nomor pendaftaran padsa saat permohonan diterima.
Dalam hal permohonan Informasi Publik dilakukan melalui surat atau
faksimili atau cara lain yang tidak memungkinkan bagi BSN untuk
memberikan nomor pendaftaran secara langsung, PPID wajib
memastikan nomor pendaftaran dikirimkan kepada Pemohon
Informasi Publik.
Nomeor pendaftaran sebagaimana pada ayat (4] dapat diberikan
bersamaan dengan pengiriman Informasi Publik.
PPID wajib menyimpan salinan formulir permohonan yang telah
diberikan nomor pendaftaran sebagai tanda bukti permohonan
Informasi Publik.

(7)Register. ...
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(¥} Register permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sekurang-
kurangnya memuat:

a. nomor pendaftaran permohonan;

b. tanggal permohonan,

e, nama Pemohon Informasi Publik;

d. alamat;

e. pekerjaan;

[, nomor kontak;

g. Informasi Publik yang diminta;

h. tujuan penggunaan informasi;

1. status informasi untuk mencatat apakah informasi sudah berada di
bawah penguasaan BSN atau telah didokumentasikan;

{. jenis permohonan untuk mencatat apakah Pemohon [nformasi ingin
melihat atau mendapatkan salinan informasi;

k. keputusan untuk menerima, menolak, atau menyarankan ke Badan
Publik lain bila informasi yang diminta berada di bawah
kewenangan Badan Publik lain;

l. alasan penolakan bila permohonan Informasi Publik ditolak;

m. hari dan tanggal Pemberitahuan Tertulis serta pemberian
informasi; dan

n. biaya serta cara pembayaran untuk mendapatkan Informasi Publik
yang diminta.

(8) Format register permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (7)
terdapat pada Lampiran [V sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari

Peraturan ini.

Pasal 20
(1) Dalam hal Pemohon Informasi Publik bermaksud untuk melihat dan
mengetahui Informasi Publik, PPID wajib:

a.memberikan. ...
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(3)

(4)

(1]

BADAN STANDARDISASI NASIONAL

- 14 -

a. memberikan akses bagi Pemohon Informasi Publik untuk melihat
Informasi Publik vang dibutuhkan di tempat yvang memadai untuk
membaca dan/atau memeriksa Informasi Publik yang dimohomn;

b. memberikan alasan tertulis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12
dan Pasal 13 apabila permohonan Informasi Publik ditolal; dan

c. memberikan informasi tentang tata cara mengajukan keberatan
dengan format sebagaimana terdapat pada Lampiran VIl sebagai
bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan ini.

Dalam hal Pemohon Informasi Publik meminta salinan informasi, PPID

wajib mengkoordinasikan dan memastikan:

a. Pemohon Informasi Publik memiliki akses untuk melihat Informasi
Publik yang dibutuhkan di tempat yang memadai untuk membaca
dan/atau memeriksa Informasi Publik yang dimohon;

b. Pemohon Informasi Publik mendapatkan salinan informasi yang
dibutuhkan;

c. pemberian alasan tertulis dengan mengacu kepada ketentuan dalam
Pasal 12 dan Pasal 13 apabila permohonan informasi ditelak; dan

d. pemberian informasi tentang tata cara mengajukan keberatan
dengan menggunakan format sebagaimana terdapat pada Lampiran
VIl Peraturan im.

PPID walib memastikan Pemohon Informasi Publik sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) dan (2) dibantu dalam memenuhi ketentuan

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 selambat-lambatnya 7 [tujuh)
hari kerja sejak permohonan Informasi Publik diterima.

PPID wajib memastikan permohonan Pemohon Informasi Publik

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) tercatat dalam register

permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (8).

Pasal 21
PPID wajib memberikan pemberitahuan tertulis yang merupakan
jawaban BSN atas setiap permohonan Informasi Publik.
(2)Pemberitahuan. ...
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Pemberitahuan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

berisikan:

a. keterangan bahwa Informasi Publik yang diminta berada di bawah
penguasaannya atau tidak:

b. memberitahukan Badan Publik mana yang menguasai informasi
yang diminta dalam hal informasi tersebut tidak berada di bawah
penguasaannya,

c. menerima atau menolak permohonan Informasi Publik berikut
alasannya;

d. bentuk Informasi Publik yang tersedia;

c. biaya dan cara pembayaran untuk mendapatkan Informasi Publik
yang dimohon;

f. waktu yang dibutuhkan untuk menyediakan Informasi Publik yang
dimchon;

g. penjelasan atas penghitaman/pengaburan informasi yang dimochon
bila ada; dan

h. penjelasan apabila informasi tidak dapat diberikan karena belum
dikuasai atau belum didokumentasikan,

Dalam hal Informasi Publik yang dimohon dibérikan baik secbagian
atau seluruhnya pada saat permochonan dilakukan, FPID wajib
menyampaikan pemberitahuan tertulis sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) bersamaan dengan Informasi Publik vang dimohon.

Dalam hal Informasi Publik yang dimchon, diputuskan untuk
diberikan baik sebagian atau seluruhnya namun tidak disampaikan
pada saat permohonan dilakukan, PPID wajib menyampaikan
pemberitahuan tertulis dan Informasi Publik yang dimohon kepada
Pemochon Informasi sesuai dengan jangka waktu yang diatur dalam
Peraturan ini.

(S)Dalam. ...
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(5) Dalam hal permohonan Informasi Publik ditolak, PPID wajib
menyampaikan pemberitehuan tertulis bersamaaan dengan Surat
Keputusan PPID tentang Penolakan Permohonan Informasi.

(6] Surat Keputusan PPID tentang Penolakan Permohonan Informasi oleh
PFID sebagaimana dimaksud pada ayat (5) sckurang-kurangnya
mermuat:

&. nomor pendaftaran;

b. nams;

c. alamat;

d. pekerjaan;

e. nomor telepon/email;

[, informasi yang dibutuhkan;

g- keputusan pengecualian dan penolakan informasi;

h. alasan pengecualan; dan

1. konsekuensi yang diperkirakan akan timbul apabila informasi
dibuka dan diberikan kepada Pemohon Informasi.

(7) Pemberitahuan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan
Informasi Publik yang dimohon disampaikan paling lambat 10
(sepuluh) hari kerja sejak permohonan diterima,

(8} Dalam hal permohonan informasi tidak disampalkan secara langsung

atau melalui surat elektronik, nomor pendaftaran disampaikan
bersamaan dengan pemberitahuan tertulis,

(9] Dalam hal PPID belum menguasai atau mendokumentasikan Informasi
Publik vang dimohon dan/atau belum dapat memutuskan apakah
informasi yang dimohon termasuk Informasi Publik yang dikecualikan,
PPID memberitahukan perpanjangan waktu pemberitahuan tertulis
beserta alasannya.

(10)Perpanjangan. ...
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(10) Perpanjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (9 beserta

penyampaian Informasi Publik yang dimohon dilakukan selambat-
lambatnya 7 (tujuh) har kerja scjak jangka waktu pemberitahuan
tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (7) dan tidak dapat
diperpanjang lagl.

{11} Format pemberitahuan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

terdapat pada Lampiran V sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari
Peraturan ini.

(12) Format Surat Keputusan PPID tentang Penolakan Permohonan

(1]

(2]

(3]

[4)

Informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (6] terdapat pada
Lampiran VI sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan ini.

Pasal 22
Biaya perclehan salinan Informasi Publik dan cara pembayaran
ditetapkan dalam surat keputusan Kepala BSN sesuai dengan
peraturan perundang-undangan yang berlakou.
Salinan Informasi Publik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri
atas;
a. biaya penyalinan Informasi Publik;
b. biaya pengiriman Informasi Publik; dan
¢. biaya pengurusan izin pemberian Informasi Publik yang di dalamnya
terdapat informasi pihak ketiga.
Cara pembayaran biaya perolehan Informasi Publik sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) adalah:
a. dibayarkan secara langsung kepada BSN; atau
b. dibayarkan melalui rekening resmi BSN berdasarkan peraturan
perundang-undangan yang berlaku.
Dalam hal pembayaran secara langsung, BSN wajib memberikan tanda
bukti penerimaan pembayaran biaya perolehan salinan informasi
secara terinci kepada Pemohon Informasi Publik.

(5)Dalam. ...
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{5) Dalam hal pembayaran dilakulkan melalui rekening resmi BSH,
Pemohon Informasi waijib memberikan tanda bukt
pengiriman/transfer pembayaran biaya perolehan salinan informasi
secara terineci kepada B3N.

(6) BEN mengumumkan biaya dan tata cara pembayaran perolehan
salinan Informasi Publik sesuai dengan tata cara pengumuman
Informasi Publik secara berkala.

(7) PPID melakukan pencatatan atas biaya perolehan Informasi Publik
yang diterima secara langsung maupun vang dikirimkan melalui
rekening resmi BSN.

BAB V1
TATA CARA PENGELOLAAN KEBERATAN

Bagian Kesatu
Pengajuan Keberatan

Pasal 23
(1) Pemohon Informasi Publik berhak mengajukan keberatan dalam hal
ditemukannya alasan sebagai berikut:
g. penolakan atas permohonan Informasi Publik sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 11;
b. tidak disediakannya informasi berkala sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 8;
c. tidak ditanggapinya permohonan Informasi Publik;
d. permohonan Informasi Publik ditanggapi tidak sebagaimana yang
diminta;
e, tidak dipenuhinya permohonan Informasi Publik;
{. pengenaan biaya yang tidak wajar; dan/atau

E.penyampaian. ...
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g penyampaian Informasi Publik yang melebihi waktu yang diatur
dalam Peraturan ini.
{2} Pengajuan keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditujukan
kepada atasan PPID melalui PPID,
(3) Pengajuan keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat
dikuasakan kepada pihak lain yang cakap di hadapan hukum.

Bagian Kedua
Registrasi Keberatan

Pasal 24

(1) Pengajuan keberatan dilakukan dengan cara mengisi formulir
keberatan vang disediakan,

(2) Dalam hal pengajuan keberatan disampaikan secara tidak tertulis,
PPID wajib membantu Pemohon Informasi Publik yang mengajukan
keberatan atau pihak yang menerima kuasa untuk mengisikan
formulir keberatan dan kemudian memberikan nomor registrasi
pengajuan keberatan.

(3] Formulir keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sekurang-
kurangnya memuat:

. nomor registrasi pengajuan keberatan;

.nomor pendaftaran permohonan Informasi Publik;

. tujuan penggunaan Informasi Publik;

.identitas lengkap Pemohon Informasi Publik yang mengajukan

keberatan;

e. identitas kuasa Pemohon Informasi Publik yvang mengajukan
keberatan bila ada;

f. alasan pengajuan keberatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal
23;

g. kasus posisi permohonan Informasi Publik;

e 0 o oo

h.waktu. ...
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h. waktu pemberian tanggapan atas keberatan yang diisi oleh petugas;

i, nama dan tanda tangan Pemohon Informasi Publik wvang
mengajukan keberatan; dan

j- nama dan tanda tangan petugas vang menerima pengajuan
keberatan.

(4) PPID memberikan salinan formulir keberatan sebagaimana dimaksud
pada ayat (3] kepada Pemohon Informasi Publik vang mengajukan
keberatan atau kuasanya sebagai tanda terima pengajuan keberatan.

(5) Format formulir keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3)
terdapat pada Lampiran VII dan merupakan bagian yang tdak
terpisahkan dari Peraturan ini.

(6] Format formulir keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3)
berlaku pula dalam hal BSN menyediakan sarana pengajuan
keberatan melalui alat komunikasi elektronik.

Pasal 25
{1} PPID wajib mencatat pengajuan keberatan dalam register keberatan,
(2] Register keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sckurang-
kurangnya memuat:
&, nomor registras| pengajuan keberatan;
b. tanggal diterimanya keberatan;
c. identitas lengkap Pemohon Informasi Publik dan/atau kuasanya
yang mengajukan keberatan;
d. nomor pendaftaran permohonan Informasi Publik;
e. informasi Publik vang diminta;
. tujuan penggunaan informasi;
g. alasan pengajuan keberatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35
Undang-undang Keterbukaan Informasi Publik;
h, keputusan Atasan PPID,;
i, hari dan tanggal pemberian tanggapan atas keberatan;

j.nama. ...
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(3]

(1]

(2]

(3]
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j. nama dan posisi atasan PPID; dan
k. tanggapan Pemohon Informasi.

Format register keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
terdapat pada Lampiran VIl sebagai bagian yang tidak terpisahkan
dari Peraturan ini.

Bagian Ketiga
Tanggapan Atas Keberatan

Pasal 26
Atasan PPID wajib memberikan tanggapan dalam bentuk keputusan
tertulis yang disampaikan kepada Pemohon Informasi Publik yang
mengajukan keberatan atau pihak yang menerima kuasa selambat-
lambatnya 30 (tiga puluh) hari sejak dicatatnyva pengajuan keberatan
tersebut dalam register keberatan.

Keputusan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sekurang-

kurangnya memuat:

a. tanggal pembuatan surat tanggapan atas keberatan;

b. nomor surat tanggapan atas keberatan;

¢. Tanggapan /jawaban tertulis atasan PPID atas keberatan yang
diajukan;

d. perintah atasan PPID kepada PPID untuk memberikan sebagian
atau seluruh Informasi Publik yang diminta dalam hal keberatan
diterima; dan

e. jangka waktu pelaksanaan perintah sebagaimana dimaksud pada
huruf d.

PPID wajib melaksanakan keputusan tertulis sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) pada saat ditetapkannya keputusan tertulis tersebut.

Pasal 27, ...
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Pasal 27
(1) Pemohon Informasi Publik yang mengajukan keberatan atau pihak
vang menerima kuasa yang tidak puas dengan keputusan atasan PPID
berhak mengajukan permohonan penyelesaian sengketa Informasi
Publik kepada Komisi Informasi selambat-lambatnya 14 (empat belas)
hari kerja sejak diterimanya keputusan atasan PPID.
(2) Tata cara penyelesaian senghketa cleh Komisi Informasi diatur lebih
(‘-‘ lanjut dalam Peraturan Komisi Informasi mengenal penyelesaian
sengketa informasi.

BAB VI
LAPORAN

Pasal 28
(1) BSN membuat dan menyediakan laporan layanan Informasi Publik
paling lambat 3 [Hga) bulan setelah tahun pelaksanaan anggaran
berakhir,
< (2) Salinan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan
kepada Komisi Informasi.
{3) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sekurang-kurangnya
memutat:
a. gambaran umum kebijakan Layanan Informasi Publik;
b. gambaran umum pelaksanaan Layvanan Informasi Publik, antara
lain:
l.sarana dan prasarana Layanan Informasi Publik yang dimiliki
beserta kondisinya,
2. sumber daya manusia yang menangani Layanan Informasi Publik
beserta kualifikasinya;
3. anggaran Layanan informasi serta laporan penggunaannya;

¢.rincian. ...
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c. rincian Layanan Informasi Publik masing-masing Badan Publik yang
meliputi;
1. jumlah permohonan Informasi Publik;
2. waktu yang diperlukan dalam memenuhi setiap permohonan
Informasi Publik dengan klasifikasi tertentu;
3.jumlah permohonan Informasi Publik yang dikabulkan baik
sebagian atau seluruhnya, dan
4. jumlah permohonan Informasi Publik vang ditolak beserta
alasannya;
d. rincian penyelesaian sengketa Informasi Publik, meliputi:
1. jumlah keberatan vang diterima;
2. tanggapan atas keberatan yang diberikan dan pelaksanaannya
oleh BSN;
3. jumlah permohonan penyelesaian sengketa ke Komisi Informasi
yang berwenang;
4. hasil mediasi dan/atau keputusan ajudikasi Komisi Informasi
yang berwenang dan pelaksanaanya oleh BSN;
9. jumlah gugatan yang diajukan ke pengadilan, dan
B. hasil putusan pengadilan dan pelaksanaannya oleh B3N,
e. kendala eksternal dan internal dalam pelaksanaan layanan
Informasi Publik:
[. rekomendasi dan rencana tindak lanjut untuk meningkatkan
kualitas Layanan informasi.
{4) BSN membuat laporan sebagaimana dimaksud ayat (1) dalam bentuk:
a. ringkasan mengenai gambaran umum pelaksanaan layanan
Informasi Publik; dan
b. laporan lengkap vang merupakan gambaran utuh pelaksanaan
layanan Informas: Publik.
(5] Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan bagian dari
Informasi Publik yang wajib tersedia setiap saat.

BAB VIIL. ...
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BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 29
Peraturan im mulai berlaku pada tangpal ditetapkan.

| Agar -setiap orang mengetahuinya, Peraturan ini diundangkan dengan
ﬁ penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 4 Agustus 2011
KEPALA BADAN STANDARDISAS] NASIONAL,

TTD

BAMBANCG SETIADI

Pada tanggal 5 September 2011
MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
ﬁ REPUBLIK INDONESIA,

TTD

PATRIALLS AKBAR
BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2011 NOMOR 554
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LAMPIRAN |
PERATURAN KEPALA BADAN STANDARDISASI NASIONAL
NOMOR 11 TAHUN 2011

TANGGAL 4 Agustus 2011

STRUKTUR ORGANISASI UNIT LAYANAN INFORMASI PUBLIK

Pejabal Pengelola Informasi dan Dokumentasi
(PPID)

—>| Sekretariat

Pejabat Informasi Pejabat Informasi | | Pejabat Informasi Pejabat Informasi
(PI} (PI} {PH (PI)

KEPALA BADAN STANDARDISAS] NASIONAL,
TTD

BAMBANG SETIADI

) scsual dengan asimya
\asRira Hukum Organisasi dan Humas,
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LAMPIRAN 11
PERATURAN KEPALA BADAN STANDARDISAS] NASIONAL
NOMOR  : 11 Tahun 2011
TANGGAL :4 Agustus 2011

DAFTAR INFORMASI PUBLIK

Kepala Badan Standardisasi Nasional,
TTD
Bambang Setiadi
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LAMPFIEAN 111

PERATURAN KEPALA BADAN STANDARDISASI NASIONAL
NOMOR : 11 TAHUN 2011

TANGGAL : 4 Agustus 2011

FORMAT FORMULIR PERMOHONAN INFORMASI PUBLIK
(RANGKAP DUA)

PADAN STAMOARTISAS] WAGHREAL
FAmmgpais Viarab kil Biok 14 LE 4 01 Jusd Gaiol Scadvon, Bensyas
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Dicetak informasi berikut:

Hak-hak Pemohon Informasi
Berdasarkan Undang-Undang Momor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi
Publik

I Pemohon Informasi berhak untuk meminta seluruh informasi yang berada di Badan
Publik kecuali {a) informasi yang apabila dibukg dan dibenkan kepada pemohon informasi
dapal. Menghambal proses panegakan hukum. Menganggu kepantingan perlindungsn hak
gtas kekayvasn intelekiual den perindungen dar persEingen  usaha fidek sehat,
Membahayakan pertahanan dan keamanan Megara, Mengungkap kekayaan alam
Indonesia, Merugiken ketahanan ekonomi nasional, Merugikan kepentingan hubungan luar

0 negert; Mangungkap sl akta otentik yang bersifat pribadi dan kemauan terakhir ataupun

wastat seseorang; Mengungkap rahasia pribadi Memorandum atau surat-suat antar Badan
Publik alzu infra Badan Publik yang menuryt sifainya dirghasiakan kecush atas putusan
komisi informast atau Pengadéan; Informasi yang bdak boleh diungkapkan bardasarkan
Undangundang, (b} Badan Publik juga dapat tidak memberkan informasi vang belum
dikuasal alsu didokumaentasikan,

Il PASTIKAN ANDA MEMDAPAT TANDA BUKTI PERMOHOMNAN INFORMASI BERUPA
MOMOR PENDAFTARAN KE PETUGAS INFORMASI/PPID. Bila tanda bukti permahanan
informasi lidak diberikan, lanyakan kepads petugas mformas| alasannya, mungkn
parminigan informash anda Eurang lengkap,

. Pemohon Informasi berhek mandapatkan pamberitabuan tertulis tentzng ditenma atau
tidaknya permahonan informasi dalam jangka wakiu 10 (sepuluh) har kerja s=jak
dilerimanya permohonan  Iinformasi  oleh  Badan  Publk  Badan Publk  dapat
memperpanzng wakiu uniuk memben jaweban lerduks 1 x T harl kerja, dalam hal
infarmasi yang diminta belum dikuasalididokumentasikan/ belum dapat diputuskan apakah
infarmasi yang diminta termasuk informasi yang dikecualikan stau fidak,

I, Biaya yang dikenakan bagl permintaan atas salinan Iinformasl berdasarkan surat
kepulissan Pimpinan Badan Publik adalah (diisi sesual dengan surat keputusan Pimpinan
Badan Pulblhk)

V. Apabita Pemohon Informasi tidak puas dengan keputusan Badan Publik [misal;
menolak permintaan Anda atau memberikan hanya sebagian yang diminta) maka
pemahon informasi dapal mengajukan keberatan kepada atasan PPID dalam |@ngka
wakiu 30 (tiga puluh) hari kerja sejak permohonan informasi ditolakidiemukannya slasan
keberatan lannya, Atasan PRID wajib memberikan langgapan tertulis atas keberatan yang
digjukan Pemohon Informasi “selembsat-lambainya 30 [tiga puluh) hari kerja segak
ditarima'dicatatnya pengajuan keberatan dalam register keberatan.

1. Apabila Pemohon Informasi tidak puas dengan keputusan Atasan PPID, maka pamohon
Informasi dapat mengajekan keberatan kepada Komis! Informasi dalam jangka waktu 14
(empat belas) harl kerja sejak diterdimanya keputusan atasan PPID oleh Pemochon
Informasi Publik

KEPALA BADAN STANDARDISASI NASIONAL,
BAMBANG SETIADI
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PERATURAN KEPALA BADAN STANDARDISAS] NASIONAL
NOMOR : 11 Tahun 2011
TANGGAL : 4 Agustus 2011

REGISTER PERMOHONAN INFORMASI PUBLIK

; Momit

I.!l.. ..I 1 ..- - 3 B m m"ﬂ 'm i

Cara

ey | Pemberian
Temulia

i
;

Keterangan:

Moo

Tunggal

Mama

Adusrat

Momor Konfak

Pekerjaan

Informasl Yang Diminta
Tujunn Peaggunann [nformas
Stntus Informasi

Hentuk Informss: Y ang Dikusssi:

1 diisi-tentang nomor pendafioran permolonan Informast Publik.

s ddbisktentung anggal permobonan diterim.

2 diigk tentang namo pemaion,

- dlish tentang alamal lenghap dan jelas Pemolon Informssl untek memudahkan pengiriman informast publik vang diminta.

1 diist tentang nomor komtak {(nomor ietepon Taksimilitelepon selulec'email Pemotion Informasi Publik.

s dliisk tentnng pekerjnan Pemohen [nformuasl Publik.

= aiisi tentang detndl mformas) vang diminie

2 dbinsi tentang tajunnialisan permohonan dan peniggunaan informasi

< dhist dengn memberikan mnda (¢ 1. Bile vdak di bawah penguasann, wliskan Badan Publik lain yang menguasai bila dikemhoi, sesosl dengen isiar di Forsulie

pemberitahizn ferfulis
diist dengen memberikon mada {2 ).
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Jenis Permohonan : dilsi dengan memberikan tanda (41,

Keputusan » i sesi dengan s kepotiszan dalim pemberitabuan rertulis
Alasan Pennlakan ; diisi tentang slasan penolakan oleh atzsan PPID.

Hari dan Tanggal ¢ Eilsi rentang:

a, Hori dan tangzal penyampaian pemberitaliunn tertufis sebagrimana dimaksud dalam Pasal 22 Undang- Undang No. 1072008 tentang Keterbukaen Informas
Publik dap Peraturan mi. Waktu pemberitahuan feulis juga menandakan waktu penolukan informasi apabila permohonan ditolok: Dergan kete Lain, dalam bl
permohonan informasi poeblik ditolsk, make pemberitabiuan feriulis ini sama dengan penolakan.

b. Hari dan tanggal pemberinn informasi kepada Pemohon Informasi Publik.

gl tenang bisya vang dibutuhkan serts perincianiyva dan caes pembayarai vang dilakukan,

Biays & Cara Pembayaran

KEPALA BADAN STANDARDISASI NASIONAL,
TTD

BAMBANG SETIADI
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LAMPIRAN V

PERATURAN KEPALA BADAN STANDARDISAS! NASIONAL
NOMOR ;11 TAHUN 2011

TANGGAL 4 Agustus 2011

'!mlllrﬂﬂ.r'f 4.8 Tapinl Brestros, Senmun
m) i, (371 mmrmmumlihhrmimmw
PEMBERITAHUAN TERTULIS
Bardasarkan parmohanan infermasi pede langgal .. bulan ... tehen . dengan romos pendafisnen®

Eami menyempaikan kepade Seudars’

AEIEEE =00 hiisiierrisieiabrre
Nesrar T L 0T T R g e
Pembariahusn sebagal berii
&, Iinformasi
1
Mo, Fabh Publik Haterangan
1 Penguasaan Informeasi Kami
Pubili Lo
2 Falk yang lersads™ rakman )
o = i feriulin s
3 Biaya yang dhuluhian™" E ........ K. tjmdh lemnmbar=Rp.
LT T——
£, I
& | Penjefasan penghamanipéngaburan Informasi yang dimohen®™ (tarnbakian keras bis peru)

Pejibat Pengelols informasi dan Dokomentasi
=
et e )

== Bisys panysfing [folokap st Sekel] denimiey Digye pengierae (WMo ey 9en PO spes dengsn siende
bisrym g tesial ilita phean :

=== jika ada panghiaman nforessl ditie suall dobamen. sk dibarian sleken pengfilamancya

== O g RBLEranRT WKL ¥ENg |oas uniuk menvyecioion infomss) yang oiminsa

KEPALA BADAN STANDARDISAS]I NASIONAL,
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LAMPIRAN VI

PERATURAN KEPALA BADAN STANDARDISAS] NASIONAL
NOMOR 11 TAHUN 2011

TANGGAL  : 4 Agustus 2011

SURAT KEPUTUSAN PPID TENTANG PENOLAKAN

EBADAN 5TAMDARIEGAT MARDHAL
kg Vil Bl L0 4 0 Jerd (i Soalvotn, Seirpn
m Tai (071) BTal, Fan, (E17] 81470048 S ti5 e [ ()5 Bt pongimn iy
‘ama
dlamar
M TelpTmat

SURAT KEPUTUSAN FPID TENTANG PENOLAKAS PERMOHONAN

| PERMOMORAN [MPOHMASE BITOLAK |

[Tk Prpmarbaon Sednmvass hed rasar ins pesolakan inj miks Frmahan isinmmas depal mengeiuken beberdm kepads slasan FRID
el e b s MO (U e proabahs By e sl merertioes el Kepetaaan mio

Q | arogpit tanggal. eilan, dan b =]
Friwlid Penigelabi ladeemanl dan Dekimestaid (FFITG

| S r;“ ‘ ...................... |
= D ol L S Pl 17 o i = i WP ELF.
== Sgman charggen Faiai K7 borred i UL KR clivm ddedy FYL imonnd g o) jongmma i
iy LA id i 00 L i, LT g LSRN L b s
% e gt s i g e it e e
KEPALA BADAN STANDARDISAS] NASIONAL,
TTD
BAMBANG SETIADI

dengan aslinya
| n Organisasi dan Humas,



mailto:bsn@bsn.go.id

BADAN STANDARDISASI NASIONAL
- 83 -

LAMPIRAN VI
PERATURAN KEPALA BADAN STANDARDISASI NASIONAL
NOMOR 11 TAHUN 2011
TANGGAL : 4 Apgustus 2011
FORMULIR KEBERATAN

MWM?H#HH & J1. Jmen) Gl Soestroic, Senman
m Twip. [OF1] §TATCHD, ATATOS, Fan. (O20) BT4T04E S0 i Ysvee ben gu f Bl engDlen. pe.d
FERNYVATAAN KERERATAN ATAS FERMOHONAN INFORMASI
A, INFUORMASE PENGAID KERERATAN

Mumor Tagutraal Kaiberuinn 1 i parrigpan;®
Momor Pendafimran Permohesan

Higya varg dkmakar Hilak wajai
LiFormisi Jismmpaikoan melebihl g waln vazg Sennian

. BASUS FOSEST { inmbabknn kerian hils periu)

D- MI.IJTMWGM.TM“M ATASE EENFRATAN AKAN DIREIDCAN & Jiosgpe[ (diakm ) iodoee | it aleh
Mmmmmum_m:nqhm
An=mgal),

S ——— 7| LT R
m"m
Feiugas Enfurmasi Fesgaju laformasi
L 3 ]
i i = ~
EETERSa0 ik
:'n==l'-.:l-l wgﬂ;_w“ e e L ]
el m ERBLIGL, S PO LT T N i s gl
dr Hhmm“m-hl—h— 1k REAE N SR PR

KEPALA BADAN STANDARDISASI NASIONAL,
TTD
BAMBANG SETIADI



http:keberat.ln
mailto:bsn@bsn.go.id
http:hHD:JIwww.bsn.go.ld

BADAN STANDARDISASI NASIONAL

PERATURAN KEPALA BADAN STANDARDISAS] NASIONAL
NOMOR : 11 Tahun 2011
TANGGAL : 4 Agustus 2011

REGISTER KEBERATAN

Kelermbgue

Egi?‘

HWomuar kontnk

N Perdaftaran Permohonan ndotooass

clust tenang nomaor regiaras keberaess

chiimi Senibinil RNEER] ke bevamn Sierims.

eliini derigan Marma Pemobion nlermes) Publik veng mengofiikes Kebavarnn dun farmn Kasesiiva.

daind iepibeng slanst Tenghap dan jelas Pemabon Iofermas

diiel sentang namor konrak fnomar telopon / fakssm il ielepen seluler femail Pemohon Informasd Pubiil)

- dlbimi te i st b ot Pernialuian Informesl Mot
. il tertang nomor pendafican pads fermulie permohonan infeemass. Dalam hal keberansn larena slassn nlormas vang tdok dumumian berdols, makn

Ealam ind tidak pecin i


http:T'u"l.gg.ll
http:FE�ng~UIl".l1

BADAN STANDARDISASI NASIONAL

Informast Yang Dioints 1 diisa dengnn nformmast veng, dirmin .

Tunjuran Pengmunasn Inbormias) - dbisd tenstang Tujuan falasen permohonan dan pengguan inhormms

Alazan Pengajuan Koberatan | Masal 35 evat (1)

[HERMIE | hliai dengin memberikan sanda (V) sesuat alasan vang digunakan untul menpa) tkan Keberatan sebagaimana Pasal 35 ayat (1) Undang-Undang

Keterbulkeasn Informasi Pulillik:

a. w alna perminianmn informom berdasarkan alanen pengecualian sebagnamaona dimodopod dolem Passl 17 Undang-Undang Keterbadcsan informas:

Tedndt fisedinkminyn informes] berlala.

Tudwk disangpapinys permintamn o fnmas

Permiintaan infermas) tdak dian i selmagnimana yang diminia
a5

LRl NN

Tk ol hi ; .
Pt bmys yang tidea widar
Penyamgaian informasi yang melebihi jangka wakiu yeng dinter dadam Usdang-Undang Ketecbuksan [nformas Pubtik

Keputusan ataszs FRID | drist dengan kepuimisan vang daminbl obsh Asmsen FED

Heani ilan Tangpal Pembersan tanggopan aias

Eeheratan 1 st hari dan tanggel pemberan ianggapan ates keberaran.

Hama dan Posis Atasam PP - diisd dengan sinpe pejabat yang akan memberikon tanggapan ssauim dengan kewenangan yang ade pas 5SRO den Baden Pubiik et Pejabat yaog ditinjuk

urtul pewekial anasan BRI,
Tangeapan Fernshon Informass <ofirial dengen mngpeapnm Pemohon nformami Pablik atas Kepotesan Atasan PRD.

Kepala Badan Standardisasi Nasional,
TTD

Bambang Setiadi



http:tanggap.an

